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ABSTRAK 

 

Saat ini di satu sisi masalah perbedaan agama sering menjadi penyebab konflik dalam 

masyarakat. Untuk mewujudkan pola hubungan yang positif pada dasarnya 

merupakan tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintah daerah dan 

pemerintah. Dengan ditetapkannya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala 

Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum 

Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat maka di masyarakat dan 

pemerintah memiliki aturan baru dalam upaya perwujudan keharmonisan umat 

beragama. Dari segi hirarki perundangan, Peraturan Bersama MENAG dan 

MENDAGRI tentang pedoman tugas Kepala Daerah dalam kerukunan umat 

beragama, peran FKUB dan Pendirian rumah ibadah, bila dikaitkan dengan jenis dan 

hirarki Peraturan perundang-undangan Surat Keputusan atau Peraturan Menteri 

biasanya tidak mengikat diluar institusi yang ada di bawah lingkup kewenangan 

kementerian tersebut. Di samping itu berdasarkan jenis dan hirarki peraturan 

perundangan yang berlaku tidak ditemukan Peraturan atau Surat Keputusan Menteri 

dalam hirarki perundangan yang ada. Berdasarkan berbagai pasal dalam PERBER ini 

dapat dipahami bahwa persoalan pendirian rumah ibadah memang menjadi dasar dari 

upaya pengaturan hukum untuk mewujudkan kerukunan umat beragama. Namun 

demikian tidak semesinya hal ini menghambat atau membelokkan maksud 

ditetapkannya kebijakan perizinan pendirian rumah ibadat, karena bagaimanapun 

prinsipnya hal itu dilakukan justru utamanya untuk melindugi HAM, khususnya 

kebebasan beragama. 
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